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BAB V  

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.  Penanggulangan  kepolisian terhadap pengendara tanpa sim antara lain 

adalah melakukan sosialisai kepada masyarakat yang kemudian disebut 

dengan DIKYASA secara efektif sehingga jumlah  pengendara tanpa surat 

izin mengemudi bisa ditekan. pemasangan stiker-stiker himbawan 

ditempat-tempat keramayan tentang pentingnya berlalulintas yang baik 

dan benar. dan juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah menengah 

atas di kota Gorontalo (polisi Goes to school) yang juga memuat tentang 

pentingnya memiliki surat izin mengemudi dan berkendara dengan baik 

dan benar.  

2. Faktor yang mempengaruhi pengendara tanpa surat izin mengemudi di 

satuan Lalulintas Kota Gorontalo, secara umum adalah mengenai 

kurangnya anggota satuan Lalulintas Kota Gorontalo, Pemberian uang 

damai atau suap, dan bekingan atau orang dalam. Berdasarkan dari segi 

kualitas dan kuantitas kurangnya anggota satuan Lalulintas Kota 

Gorontalo merupakan satu kelemahan terhadap peran kepolisian terhadap 

pengendara tanpa surat izin mengemudi, kemudian petugas yang tidak 
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mentatati prosedur yang ada, tidak transparan dan kurang  profesional dan 

bermoral yang tidak sesuai dengan peran kepolisian yang semestinya, 

dalam hal ini bahwa Kasat Lantas Satuan Lalulintas Kota Gorontalo agar 

lebih mengawasi dan memonitoring anggotanya agar lebih efisien dalam 

menjalankan tugas yang diberikan kepada anggota yang ada dibawahnya, 

Untuk mengatasi dan mengupayakan keefiktifan didalam peran kepolisian 

terhadap pengendara tanpa surat izin mengemudi di satuan Lalulintas Kota 

Gorontalo pemaksimalan anggota yang ada harus seoptimal mungkin, 

mengingat hal-hal yang penting lainya, dalam konteks ini hal-hal yang 

bersifat transparan dan akuntabel adalah hal yang paling di utamakan.  

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut: 

1. Beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan  didalam peran 

kepolisian terhadap pengendara tanpa surat izin mengemudi bukanlah 

hal yang baru dilakukan upaya penanggulangan  semacam ini 

kemudian menjadi hal yang paling mendasar yang ada di tubuh 

kepolisian terkait dengan apa yang seharusnya menjadi tugas dan 

peran yang diemban. Dari beberapa penaggulangan kepolisian Satuan 

lalulintas kota gorontalo harus dilakukan dengan optimal, mengingat 

masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya antara lain kurangnya 

anggota Satuan Lalulintas, hal semacam ini ketika tidak ada 



3 
 

penanggulangan secara berkelanjutan makan akan lebih 

memperlambat proses penanggulangan pengendara tanpa sim, bukan 

hanya itu saja perlu adanya penambahan anngota untuk Laka Lantas, 

mengingat pentingnya penanganan tersebut.  

2. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pengendara tanpa sim 

adalah hal-hal yang sangat mendasar yang ada didalamya khususnya 

pemberian uang damai. Diharapkan kepada pihak kepolisian agar 

harus bekerjasama dengan masyarakat guna membangun cita hukum 

yang berkeadilan, kepastian, dan kemanfaatan.  Karena faktor utama 

yang kemudian mempengaruhi pengendara tanpa sim adalah kurang 

optimalnya proses penegakan hukum yang kemudian menggunakan 

uang damai sebagai alternatif, yang sebenarnya sangat tidak 

diperbolehkan dalam praktek penegakan hukum manapun. kepolisian 

tidak hanya bekerja sendiri, kepolisian haruslah bermitra dengan 

masyarakat, dalam artian apa yang kemudian mejadi kebutuhan dasar 

masyarakat haruslah menjadi prioritas urama, bukan prioritas individu 

bahkan golongan, ini kemudian yang harus menjadi tugas besar 

kepolisian hususnya Satuan Lalulintas Kota Gorontalo.  
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